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ABSTRAK
Pokok masalah penelitian ini adalah “Terdapat Peredaran Minuman Keras
(ballo) Secara Ilegal Di Kecamatan Tinggimoncong Kab Gowa (Malino)” Pokok
masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa sub masalah atau
pertanyaan penelitian, yaitu : 1). Faktor apa sajakah yang melatarbelakanggi
Peredaran Ballo di Tinggimoncong ? 2). Bagaimanakah aturan hukum terhadap
peredaran ballo di Kecamatan Tinggimoncong ? 3) .Bagaimana upaya Polsek
sebagai Lembaga Penegak Hukum dalam menanggulanggi Peredaran Ballo di
wilayah Tinggimoncong Kab Gowa
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris
atau yuridis-sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian
dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber
dari Polsek Kecamatan Tinggimoncong dan beberapa masyarakat.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1). Aturan Hukum Peredaran
Minuman Keras (Ballo) di Kecamatan Tinggimoncong yaitu Pemerintah Perda
Nomor 50 Tahun 2001 Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menegaskan Dilarang
memproduksi, menyalurkan dan mengedarkan miras kecuali atas izin tertulis dari
Kepala Daerah atas persetujuan DPRD 2). Latar Belakang Peredaran Ballo di
Kecamatan Tinggimoncong : Kemauan dari dalam diri; Atas dasar kesepakatan
dari keluarga; Factor ekonomi dan .Banyak peminat. 3). Upaya Polsek dalam
Menanggulangi Peredaran Minuman Keras (Ballo) Di wilayah Kecamatan
Tinggimoncong antara lain Melakukan Patroli di tempat-tempat yang di ketahui,
Operasi cipta kondisi, Melakukan Razia, Melakukan penyitaan terhadap barang
bukti .
Implikasi Penelitian antara lain 1). Perlunnya revisi perda yang sedang
berjalan sehingga perda nantinya akan menjadi dasar hukum yang efektif dan
menjadikan masyarakat jera untuk melakukan tindak pidana peredaran miras. 2)
Pihak Polisi sebaiknya melakukan razia secara spontan agar tidak kebocoran
informasi tentang pelaksanaan razia tidak menyebar  dulu di masyarakat sehingga
pihak-pihak nakal yang melakukan tindak pidana peredaran miras tidak dapat
menghilangkan bukti. 3) Sebagai pihak masyarakat sebaiknya masyarakat lebih
banyak memberikan kontribusi yang baik untuk membantu pihak kepolisian
dalam menaggulanggi peredaran miras.
1BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perjalanan hidup manusia dalam suatu komunitas masyarakat adalah suatu
proses aktivitas yang mengarah pada pola sistem bagi interaksi antar pribadi
dengan kelompok manusia, setiap masyarakat senagtiasa mengalami perubahan
dan perkembangan yang berlangsung secara sadar atau tidak sadar.
Dalam masyarakat yang terbentuk dari proses interaksi sosial manusia
sebagai makhluk sosial, dalam waktu yang cukup lama telah membentuk kesatuan
hidup dalam pola budaya tertentu baik di lingkungan yang terbatas maupun di
lingkungan yang lebih luas. Namun dalam perubahan masyarakat dan
pembentukan pola budaya tertentu tersebut dapat mengarah pada pola yang
bersifat positif dan negatif. Penilaian positif dan negatifnya suatu perubahan
masyarakat dapat di ukur dari kepatutan terhadap norma-norma, moralitas,
peraturan-peraturan hukum, atau kemanfaatannya kepada kemaslahatannya
individu atau masyarakat secara menyeluruh.
Permasalah sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami
perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri.
Tidak terkecuali masyarakat Kecamatan Tinggimoncong kabupaten Gowa yang
merupakan suatu Kecamatan yang Agamis, nyaman, tertib, dan tenang. Akan
tetapi ketertiban dan kenyamanan tersebut di resahkan dengan maraknya
pengedaran dan penjualan minuman keras/Ballo di kalangan masyarakat.
Masalah minuman keras sendiri, sudah tidak dapat di pungkiri sangat
meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras di yakini tidak saja
membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang buruk bagi
lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif khususnya kebiasaan
2mengkomsumsi minuman keras/beralkohol secara berlebihan hingga
menyebabkan hilangnya control pada diri sendiri, yang pada akhirnya akan
menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang meresahkan
masyarakat. Sehingga minuman keras/beralkohol dapat di simpulkan sebagai
salah satu penyebab atau sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan
hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pencurian, pemerkosaan,
penganiayaan, tindak kekerasan dalam keluarga bahkan pembunuhan.
Perkembangan peredaran minuman keras/Ballo di Kecamatan Tinggimoncong
sudah tidak terkontrol lagi. Dalam mengkomsumsi minuman keras, bukan hanya
orang dewasa yang meminum minuman keras tetapi kebanyakan pengkomsumsinnya
adalah anak-anak usia remaja. Dan kita ketahui bersama bahwa generasi muda adalah
penerus Bangsa ini, bagaimana nasib Bangsa ini jika anak remajanya yang akan
tumbuh tidak sesuai yang kita cita-citakan bersama.
Perilaku dan kebiasaan mengkomsumsi minuman keras saat ini faktanya
dapat di lihat di mana-mana, pada acara pesta atau apa saja yang membuka
peluang berkumpulnya anak-anak muda. Meminum-minuman keras tidak hanya di
lakukan oleh para remaja atau pemuda bahkan orang tua ikut serta dalam
meramaikan pesta minumna keras.
Hal ini sangat memprihatinkan, minuman keras cenderung sudah tidak
asing lagi  bagi mereka dan tentunya berakibat negatif. Serta secara perlahan akan
membentuk kebiasaan dan budaya generasi muda bangsa indonesia yang negatif
pula.
Kemajuan dan perkembangan dapat di lihat oleh masyarakat di Kecamatan
Tinggimoncong antara lain pemanfaatan berbagai sarana komunikasi dan
3perkembangan dapat di lihat dan transportasi yang maju telah membuka isolasi
geografis dan komunikasi sampai ke pelosok terjauh dalam daerah ini. 1
Jauh sebelum peraturan perundang-undangan lahir, sudah dijelaskan
tentang larangan meminum-minuman keras, hal ini telah dijelaskan di dalam  Al-
Qur`an surah QS Al- Baqarah/2 219 yang menegaskan :
 َﯾ ْﺴ َﺌ ُﻠ ْﻮ َﻧ َﻚ ِﻦﻋ ْا َﺨﻟ ْﻤ ِﺮ َو ْﻟا َﻤ ْﯿ ِﺴ ِﺮ ُﻗ ْﻞ ِﻓ ْﯿ ِﮭ َﻤ ِا ﺎ ْﺛ ٌﻢ َﻛ ِﺒ ْﯿ ٌﺮ َو َﻣ َﻨ ِﻓ ﺎ ُﻊ ِﻟ ﱠﻨﻠ ِس ﺎ َو ِا ْﺛ ُﻤ ُﮭ َﻤﺂ َا ْﻛ َﺒ ُﺮ ِﻣ ْﻦ َﻧ ْﻔ ِﻌ ِﮭ َﻤ....ﺎ
Terjemahanya :
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah :pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagimanusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.2
Adapun tafsir QS Al-Baqarah 219 menurut tafsir Al-Misbah
mengemukakan bahwa :“ Mereka juga bertanya kepadamu Muhammad, tentang
hukum khamar dan perjudian. Katakan bahwa khamar dan perjudian banyak
bahayanya. Di antaranya adalah merusak kesehatan, menghilangkan akal dan
harta, menyebar kebencian dan permusuhan di antara sesama. Kendatipun
mengandung kegunaan seperti hiburan, keuntungan dan kemudahan , tetapi
bahayanya lebih banyak daripada kegunaanya, maka jauhilah3
Adapun maksud dari ayat dan hadis diatas bahwa setiap minuman yang
memabukkan hukumnya adalah haram dan apabila mengkonsumsinya adalah
haram maka peredarannya pun haram hukumnya.
1 Fadlullah,”Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Peredaran Minuman keras Di
Kabupaten Luwu, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
2012.h.2
2 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan (Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar,
2009).h.123
3 www.tafsirQ.@com di akses pada tanggal 11 maret 2017
4Setelah peraturan perundang-undangan lahir, larangan peredaran minuman
keras telah ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang
berlaku di Indonesia memberi sanksi kepada barang siapa yang terbukti menurut
hukum melakukan kejahatan terlebih pada kejahatan yang di lakukan sebagai
akibat pengaruh ballo sebagai mana yang di nyatakan dalam Pasal 300 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :
1) Diancam dengan Pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1. Barang siapa yang dengan sengaja menjual atau memberikan
minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah
kelihatan mabuk;
2. Barang siapa yang dengan sengaja membikin mabuk seorang anak
yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
3. Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan
memaksa orang untuk meminum minuman yang memabukkan.
2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat , yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan
pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.4
Di dalam menangani masalah minuman keras, Pemerintah
menerapkan suatu Peraturan Daerah (PERDA) yang khusus menangani masalah
minuman keras di Kabupaten Gowa sebagai langkah penanggulangan peredaran
minuman keras melalui sistem penegakan Hukum Pidana yang tertuang pada
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 50 Tahun 2001 Pasal 5 ayat 1dan 2
yang menegaskan :
a) Di larang memproduksi, menyalurkan dan mengedarkan miras kecuali
atas izin tertulis dari Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.
4 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Surabaya:grahamedia
perss,2015), h.91
5b) Dalam setiap pertunjukan tidak diperkenangkan mengkonsumsi dan
atau memperjual belikan miras dan sejenisnya.5
Namun pada kenyataannya, meskipun telah banyak peraturan yang
mengatur tentang larangan peredaran miras akan tetapi peredaran miras dalam hal
ini ballo tetap saja terjadi hal ini dikarenakan Perilaku dan kebiasaan
mengkomsumsi minuman  keras (ballo) saat ini dapat di lihat di mana-mana, Pada
acara pesta atau apa saja yang membuka peluang berkumpulnya anak-anak muda,
Biasanya di selingngi oleh aktivitas meminum minuman keras. Meminum-
minuman keras ( ballo) tidak hanya di lakukan oleh para anak remaja atau pemuda
bahkan orangtua pun ikut serta dalam meramaikan pesta minuman keras sehingga
berakhir dengan mabuknya peminum minuman keras (ballo). Biasanya akhir dari
semua itu, di akhiri dengan perselisihan, dan tindakan yang mengganggu orang
lain atau ketentraman dan ketenangan masyarakat.
Hal ini sangat memprihatinkan, untuk kalangan remaja saat ini. Minuman
keras cenderung tidak asing lagi bagi mereka dan tentunya berakibat negatif. Serta
secara perlahan akan membentuk kebiasaan dan budaya generasi muda bangsa
indonesia yang negative pula. Keadaan ini mudah terjadi karena arus informasi
dan fenomena globalisasi yang demikian kuat telah membawa pengaruh pada
sikap dan perilaku meniru budaya asing barat tanpa ada upaya menfiltrasinnya.
Dari penjelasan tersebut, dapat di ketahuai bahwa peredaran minuman
keras/beralkohol di Kecamatan Tinggimoncong sampai saat ini masih tinggi dan
di perlukan kerja sama yang baik antara Pemerintah dengan masyarakat untuk
sama-sama memberantas peredaran minuman keras/beralkohol. Dengan adannya
peraturan yang mengatur  mengenai minuman beralkohol di harapkan dapat
5 Pemerintah Kabupaten Gowa, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001 Tentang
Larangan Peredaran Minuman Keras.
6meminimalisir peredaran minuman keras/baealkohol dan dapat menguranggi
angka kejahatan yang di akibatkan oleh mengkomsumsi minuman
keras/beralkohol khususnya di Kecamatan Tinggimoncong.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Berdasarkann latar belakang diatas maka tercapailah pointer fokus sebagai
representasi penelitian yaitu Peredaran minuman keras (ballo) di Kecamatan
Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
Adapun deskripsi fokus di maksudkan untuk menghindari perbedaan
interpretasi makna yaitu Skripsi ini berjudul “(EFEKTIFITAS PERDA GOWA
NOMOR 50 TAHUN 2001 TENTANG PENGAWASAN DAN LARANGAN MINUMAN
KERAS)”. Untuk memberikan arah yang tepat terhadap masalah yang dibahas,
penulis berusaha memberikan pengertian kata-kata yang berkaitan dengan judul
skripsi ini:
1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan
pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang
dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu
persoalan.
2. Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah
disahkan oleh pemerintah. Jika aturan baku ini dilanggar maka yang
melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis bersifat memaksa
dimana seseorang harus mematuhinya. Yuridis tidak hanya dalam
bentuk tertulis, namun kadang aturan ini bisa dalam bentuk lisan.
3. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam
rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk
7menjual serta kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan
dengan memperoleh imbalan.
4. Miras atau minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung
alkohol.6
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat di ajukan pokok permasalahan
yang di rumuskan penulis adalah “ Terdapat Peredaran Minuman Keras (ballo)
Secara Ilegal Di Kecamatan Tinggimoncong Kab Gowa (Malino). Dari pokok
masalah tersebut penulis merumuskan sub permasalahan sebagai berikut :
1. Faktor apa sajakah yang melatarbelakangi Peredaran Ballo di Kecamatan
Tinggimoncong ?
2. Bagaimanakah Sanksi Hukum terhadap peredaran Minuman keras/
peminum ( ballo) di Kecamatan Tinggimoncong ?
3. Bagaimana upaya Polsek sebagai Lembaga Penegak Hukum dalam
menanggulanggi Peredaran Ballo di wilayah Tinggimoncong Kab Gowa ?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan
yang ingin dicapai sebagai berikut:
a. Mengetahui aturan hukum terhadap peredaran minuman keras ( ballo )
di kecamatan tinggimoncong, malino
b. Mengetahui latar belakang peredaran ballo di tinggimoncong
6 Penyalahgunaan ecstacy&miras serta bahaya HIV/AIDS di kalangan generasi muda
(Jakarta: Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan 1945, 2001).h.1
8c. Mengetahuai upaya dan peran polsek Tinggimoncong dalam peredaran
minuman keras ( ballo )
b. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang
pemahaman masyarakat akan larangan peredarana minuman keras dan dampak
yang ditimbulkan dari peredaran minuman keras. Adapun secara detail kegunaan
tersebut diantaranya sebagai berikut:
a. Kegunaan Ilmiah
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi
dalam mengembangkan teori atau konsep dan ilmu pengetahuan khususnya
dalam bidang ilmu hukum tentang peredaran minuman keras.
b. Kegunaan Praktis
Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi
masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah
yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan dampak
yang ditimbulkan dari peredaran minuman keras, pendapat masyarakat terkait
dengan peredaran miras serta peranan polsek tinggimoncong dalam menangani
peredaran minuman keras.
E. Kajian Pustaka
Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu
Tinjauan Yuridis terhadap Peredaran Minuman Keras Dalam Lingkup Kerja
kepolisian, kajian pustaka ini diambil dari berbagai referensi buku dan karya
ilmiah yang mempunyai relevansi terkait pembahasan yang dibahas oleh beberapa
penulis.
Fadlullah dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Yuridis dan Sosiologis
terhadap Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Luwu menjelaskan tentang
9Faktor-faktor Penyebab peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu yakni
karena faktor sosial budaya, kemudian kurang tegasnya  aparat penegak hukum
dalam memberantas peredaran minuman keras, juga dijelaskan tentang minuman
keras merupakan salah satu dari mata pencaharian masyarakat, dalam skripsi ini
juga dijelaskan tentang dampak serta pengaruh yang ditimbulkan dari peredaran
minuman keras dan system penegakan hukumnya, dalam penelitian yang akan
dilakukan penyusun juga mencoba untuk meneliti tentang peredaran minuman
keras namun yang menjadi perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis
yakni mencoba untuk mengkaji tentang pandangan masyarakat setempat dengan
peredaran minuman keras serta peranan Polsek Tinggimoncong dalam menangani
peredaran minuman keras.7
Penyalahgunaan Ecstacy Miras dan Bahaya AIDS Di Kalangan Generasi
Muda karya Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan 1945. Di dalam buku
ini membahas tentang dampak miras pada generasi muda serta penanggulangan
penyalahgunaan miras pada generasi muda. Dalam penelitian yang akan di
lakukan oleh penyusunan juga membahas tentang Miras akan tetapi penyusun
memfokuskan pada peredaran miras serta hal-hal yang melatarbelakanggi
peredaran minuman  keras dan peranan Polsek Tinggimoncong dalam menangani
peredaran minuman keras.8
Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Minuman Keras
Tradisional Di Kabupaten Enrekang, Oleh Harry Saputra Alam, Tahun 2015.
Skripsi ini membahas tentang faktor yang melatarbelakangi peredaran minuman
keras tradisional serta upaya yang dialakukan pihak kepolisian dalam
7 Fadlullah,”Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Peredaran Minuman keras Di
Kabupaten Luwu, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
2012. h. 8.
8 Penyalahgunaan ecstacy&miras serta bahaya HIV/AIDS di kalangan generasi muda
(Jakarta: Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan 1945, 2001).h. 23.
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menanggulangi peredaran minuman keras tradisional dan kendala yang dihadapi
pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisonal.
Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun terkait dampak yang
ditimbulkan dari peredaran minuman keras di malino serta pandangan masyarakat
terkait peredaran minuman keras di Kecamatan Tinggimoncong dan peranan
Polsek Tinggimoncong dalam menanggulangi peredaran minuman keras di
Kecamatan Tinggimoncong.9
Penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten
Bantul (Studi atas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2
Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, Dan Pelarangan
Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul), Oleh Ilham Dwi Maryadi,
Tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum terhadap peredaran
minuman beralkohol. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan oleh penyusun
terkait bagaimanakah aturan hukum terhadap peredaran minuman keras (ballo) di
Kecamatan Tinggimoncong dan hal-hal apa yang melatarbelakanggi peredaran
minuman keras di Kecamatan Tinggimoncong. 10
Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Dan Penyalagunaan
Psikotropika Di Kabupaten Brebes, Oleh Yudha Agus Pratama, Tahun 2009.
Skripsi ini membahas tentang upaya kepolisian dalam penanggulanggan peredaran
dan penyahlagunaan Psikotropika. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan
oleh penyusun terkait bagaimana upaya Polsek sebagai lembaga penegak hukum
dalam menaggulangi peredaran Ballo di Kecamatan Tinggimoncong.11
9 Harry Saputra Alam,”Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Peredaran Minuman
Keras Tradisional Di Kabupaten Enrekang, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,2015.h.7.
10 Ilham Dwi Maryadi, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di
Kabupaten Bantul, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Tahun 2016 h. 61
11 Yudha Agus Pratama, Upaya Kepolisian Dalam Penaggulangan Peredaran Dan
Penyalahgunaan psikotropika Di Kabupaten Brebes, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Semarang, 2009. h. 58
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Sebelum berbicara mengenai pengertian tindak pidana terlebih dahulu
harus melihat lagi tentang apa yang menjadi penggolongan dan persamaan dari
tindak pidana, berbicara mengenai penggolongan tindak-tindak pidana haruslah
juga diawali dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana, dan kemudian
akan dapat dicari ukuran-ukuran untuk membedakan suatu tindak pidana dari
golongan lain dan dari sinilah akan dibagi lagi ke dalam dua atau lebih sub
golongan, ini adalah ciri khas dari ilmu pengetahuan yang secara sistematis.
Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materil.
sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh
undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu,
tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materil, dalam jenis tindak pidana
yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah
timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana )1.
Istilah Tindak Pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah
Belanda “Strafbaar Feit” atau “Delik”. Menurut K. Wantjik Saleh, ada lima istilah
yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menterjemahkan istilah “strafbaar
feit” atau “Delik” ini yaitu :
1Kansil, Latihan Ujian Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika 2001) h,23.
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1. Perbuatan yang boleh dihukum;
2. Peristiwa pidana;
3. Pelanggaran pidana;
4. Perbuatan pidana;
5. Tindak pidana.
Menurut Prof. Moeljatno S.H; Tindak Pidana ( strafbaar feit ) adalah
perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana di sertai
ancaman ( sanksi ) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar
aturan tersebut.
Menurut para sarjana Indonesia, pendapat Satochid Kartanegara memberi
pengertian tentang tindak pidana yaitu kata tindak (tindakan) mencakup
pengertian melakukan atau berbuat (actieve handeling) atau pengertian tidak
melakukan perbuatan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (passieve
handeling). Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (passieve handeling)
tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan, istilah peristiwa
tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan
pidana untuk strafbaar adalah sudah tepat.2
Wirjono Prodjodikoro merumuskan, berarti suatu perbuatan yang
pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan
merupakan “subjek” tindak pidana.
2Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Mitra wacana media,
2014).
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Dari beberapa pengertian tindak pidana tersebut, melihat adanya sesuatu
yang dilarang oleh hukum pidana dan ada orang yang melakukan perbuatan
tersebut. Maka, pengertian tindak pidana ini dapat dilihat dari dua segi yaitu
1. Segi perbuatannya
Perbuatan adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti formil (suatu
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
merupakan unsur tertulis dalam suatu delik pidana) dalam arti materiil (tidak
secara tegas dilarang dan diancam dengan undang-undang; merupakan unsur tidak
tertulis yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis yang hidup
dimasyarakat, seperti asas-asas umum yang berlaku).
2. Segi orangnya
Orang harus mempunyai kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Semua Tindak pidana mempunyai persamaan sifat.
Istilah Tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari
Tindakan atau Petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu Tindakan,
sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan Petindak. Sesuatu tindakan dapat
dilakukan oleh siapa saja tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya
mungkin dilakukan oleh seseorang dari yang bekerja pada negara atau pemerintah
atau orang yang mempunyai suatu keahlian tertentu.
Sesuatu tindakan yang dilakukan itu haruslah bersifat melawan hukum,
dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan
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hukum dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang bertentangan
dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, tidak disenangioleh orang atau
masyarakat, yang baik langsung maupun yang tidak langsung terkena tindakan
tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah
dipandang merugikan kepentingan umum di samping kepentingan perseorangan,
dikehendaki turunnya penguasa, dan jika penguasa tidak turun tangan maka
tindakan-tindakan tersebut akan menjadi sumber kekacauan yang tidak akan
habis-habisnya.
Suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menurut
kehendaknya dan merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk
kepentingan perseorangan, lebih lengkapnya harus ternyata bahwa tindakan
tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya,
dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana
ketentuan pidana Indonesia berlaku, dipandang dari sudut waktu, tindakan itu
masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana, dan
dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan
itu dipandang sebagai tercela.3
2.  Jenis-Jenis Tindak Pidana
Kejahatan dan Pelanggaran lebih berat artinya perbuatan melawan hukum
yang lebih berat sanksinya jika benar di lakukannya karena bersifat kualitatif
3http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2014/02.Pengertian-Tindak-Pidana.html,diakses pada
tanggal 28 maret 2017 pukul 15.20
16
diatur dalam undang-undang.Pelanggaran lebih ringan artinya perbuatan
pelanggaran yang sanksinya tidak terlalu berat misalnya pelanggaran dalam
berlalu lintas, tidak memakai helm saat di jalan raya, tidak menimbulkan suatu
pidana penjara.
1. Kesengajaan dan Kealpaan ( Kelalaian )
Kesengajaan artinya jika memang hal ini sengaja atau dengan adanya sebuah
keniatan maka perbuatan ini biasa dinyatakan dalam perbuatan tindak pidana,
misalnya dengan sengaja menusukkan pisau ke tubuh orang lain.Kelalaian
artinya kekurang hati-hatian atau kecerobohan, misalnya dalam berlalu lintas
sehingga menimbulkan suatu pelanggaran.
1. Delik Comisionis, Perbuatan yang melanggar undang-undang.
Delik Comisionis, perbuatan yang harus dilakukan misalnya menolong atau
juga dalam Pasal 164, 165, dan 224 KUHP.Delik  commisionis per
ommisionem commisa, pelanggaran larangan yang melanggar Undang-
Undang namun tidak berbuat apa-apa.
2. Delik formil, menitik pada perbuatannya. Misalnya pencurian helm artinya
berbuat pada ingin memiliki barang yakni helm.Delik materil, menitik berat
pada akibatnya, misalnya pembunuhan artinya ketika sudah berbuat akibatnya
adalah kematian (sebab akibat).
3. Delik Tunggal, hanya di lakukan sekali dalam perbuatannya.
Delik berganda, perbuatan yang dilakukan berkali-kali (kebiasaan) dalam
Pasal 481 KUHP.
4. Berlangsung terus, contohnya merampas kemerdekaanya.
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Tidak berlangsung terus, contohnya pencurian, pembunuhan.
5. Delik biasa, delik laporan ( penuntutan biasa dilakukan tanpa adanya aduan ).
Delik aduan , bisa di  proses atau di tuntut setelah adanya laporan.
6. Delik sederhana, Pasal362 tentang pencurian. Dikualifisir (waktu),
memanfaatkan waktu misalnya melakukan pencurian dalam keadaan bencana
alam atau seperti halnya adannya suatu kebakaran.4
B. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA
Secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu:
1. Subyek;
2. Kesalahan;
3. Bersikap melawan Hukum;
4. Suatu tindakan aktif/pasif yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang
dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat dan keadaan.
Penerapan unsur-unsur tindak pidana seperti yang telah dituliskan di atas
maka unsur-unsur tindak pidana atau delik sangatlah membantu dalam kebutuhan
praktek, perumusan seperti itu sangatlah memudahkan pekerjaan penegak hukum,
baik sebagai peserta-pemain (medespleger) maupun sebagai peninjau
(toeschouwer). Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang
dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau
pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada
4http://MateriMahasiswaHukumIndonesia.blogspot.com
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unsur-unsur dan delik yang didakwakan, dalam hal ini unsur-unsur dari delik
tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas.
C. Tinjauan Umum Tentang Minuman Keras
1. Pengertian Minuman Keras Menurut Para Ahli
Miras atau minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung
alkohol, tidak peduli berapa kadar alkohol di dalamnya. Bahkan Majelis Ulama
Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa bahwa setetes alkohol saja dalam
minuman hukumnya sudah haram. Terdapat berbagai macam defenisi minuman
keras yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu :5
Menurut Steven Darmawan minuman keras adalah minuman yang
mengandung etanol.Etanol adalah bahan psikoaktif dan mengkomsumsinya
menyebabkan penurunan kesadaran.6
Menurut Ellen G. White bahwa yang di maksud dengan minuman keras
adalah semua jenis minuman yang dapat merusak perkembangan akal dan
membuat orang mudah tersinggung oleh karena dapat merusak jaringan otak.
Beda halnya dengan Asep Subhi & Ahmad Taufik yang mengatakan
minuman keras adalah minum-minuman beralkohol yang dapat menyebabkan si
peminum mabuk dan hilang kesadaran.7
5Yayasanpenerusnilai-nilailuhurperjuangan1945,Penyalagunaan Estacy Miras Dan
Bahaya Aids di Kalangan Generasi Muda, h. 2.
6http://Steven Darmawan. Blongspot.co.id/2010/01/pengertian-minuman-keras-dan-
dampaknya.
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Lebih lanjut Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan RI No.359-
360/MPP/kep/10/1997 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, yang di
maksud minuman beralkohol ini adalah minuman yang mengandung ethanol yang
di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara
fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara
memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau
tidak, maupun yang di proses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol
atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.8
2. Pengaruh penggunaan minuman keras
Di Indonesia yang menjadi masalah besar adalah minuman beralkohol
oplosan.Alkohol adalah persoalan yang cukup dilematis sebab, minuman
keras telah menjadi bagian dari adat istiadat pada beberapa tempat di
Indonesia. Seperti, masyarakat Papua ,Manado dan Bali sering menjadi
minuman keras sebagai ritual adat. Ritual adat ini salah satu yang
mendorong anggota masyarakat mengkomsumsi minuman keras tercatat,
dari kebiasaan ini yang mengakibatkan kematian jumlahnya ratusan,
bahkan mungkin ribuan, seperti misalnya yang terjadi di papua. Sudah
ratusan bahkan ribuan orang tewas akibat minum oplosan selama puluhan
tahun. Itu yang terjadi di Indonesia dan juga minuman beralkohol selain
berbahaya bagi kesehatan tubuh anak remaja juga akan berdampak negatif
7http://Binham.Wordpress.com.Pengertian Minuman Keras Menurut Para Ahli,(diakses
pada tanggal 09 November 2016).
8Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.359-360/MPP/kep/10/1977.
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bagi masa sekolah, masa kerjannya, kehidupan sosial dalam keluarganya
dan teman-temannya.
Anak remaja yang kecanduan sangat sulit mengatasi kecanduan di
banding para peminum alkohol yang sudah dewasa.Tentu saja bahaya
bagi dirinya jika di ancam hukuman penjara akibat membeli dan
meminum alkohol.  Alkohol bisa menimbulkan kriminalitas, seperti :
a. Pembunuhan;
b. Perampokan;
c. Pemerkosaan;
d. Perkelahian.9
Mereka yang mengkomsumsi Napza akan mengalami gangguan mental
organik (GMO) atau gangguan mental dan perilaku (GMP). Gangguan
tersebut (GMO/GMP) di sebabkan karena Napza mengganggu system atau
fungsi neuro-transmitter pada susunan saraf pusat (otak),yang
mengakibatkan terganggunya fungsi berpikir, berperasaan dan berperilaku
yang bersangkutan.
Gejala yang di timbulkan setelah mengkomsumsi munuman keras yaitu :
a. Gejala fisiologik
1) bicara cadel
2) gangguan koordinasi
3) cara jalan yang tidak mantap
9Email Tambunan, Mencegah Kenakalan Remaja (Bandung: Indonesia Publishing House,
1982), h.43.
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4) mata jereng (nistakmus)
5) muka merah
b. gejala psikologi
1) perubahan alam perasaan;
2) mudah marah dan tersinggung;
3) banyak bicara;
4) gangguan perhatian/konsentrasi.ini besar pengaruhnya bagi terjadinya
kecelakaan lalu lintas.
Alkohol juga bisa mengancam kesehatan bagi orang yang
mengkomsumsinya seperti :
a. Terganggunya fungsi hati yang dapat mengakibatkan penyakit hepatitis;
c. Terjadinya kerusakan lambung ;
d. Dapat mengakibatkan kerusakan jaringan tubuh;
e. Meningkatnya resiko kanker payudara;
f. Merusak fungsi otak (mental, hilang ingatan dan gila), jantung dan ginjal;
g. Mengakibatkan stroke,kelumpuhan syaraf dan gagalnya fungsi organ;
h. Mengakibatkan cacat dan gangguan pada pertumbuhan janin dan berakibat
kematian.
Gejala putus Alkohol (bila komsumsi di hentikan) :
1) Gemetaran (tremor) kasar pada tangan, lidah dan kelopak mata;
2) Mual dan muntah;
3) Kelemahan;
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4) jantung berdebar-debar, tekanan darah meninggi dan keringat
berlebihan;
5) kecemasan (gelisah, tidak tenang);
6) perubahan alam perasaan (pemurung dan mudah tersinggung, depresi
berat ;
7) tekanan darah menurun karena posisi tubuh (hipotensi ortotastik);
8) halusinasi pendengaran.10
a. Pengaruh Alkohol Terhadap Usia Manusia
Salah satu pemikir terkenal Barat mengutarakan bahwa telah meninggal
sebanyak 51 orang dari seratus orang pemuda berusia 21 hingga 23 tahun yang
kecanduan minuman beralkohol. Hal ini merupakan jumlah yang sangat besar
apabila di komparasikan dengan kematian yang lebih dari 10 orang dari pemuda
yang tidak kecanduan minuman beralkohol.
Ilmuwan terkenal yang lain membuktikan bahwa para pemuda yang
berada pada usia 21 tahunan yang menginginkan usianya mencapai 50 tahun, di
karenakan meminum beralkohol ini, usia mereka tidak akan bisa lebih dari 35
tahun.
Pengalaman yang di dapatkan oleh para pemilik asuransi jiwa
membuktikan bahwa para pecandu minuman beralkohol adalah 25 hingga 30
persen lebih pendek di bandingkan dengan yang lainnya.
10Dadang Hawari, Terapi(Detoksifikasi) dan Rehabilitasi (pesantren) Pasien Napza
(Naekotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lain.Universitas Indonesia,2008).h,39-42.
23
Data yang lain menunjukkan bahwa batas rata-rata usia para pecandu
alkohol berada pada angka 35 hingga 50 tahun, sementara dalam kondisi normal
dan dengan memperhatikan masalah-masalah kesehatan, usia seseorang akan bisa
mencapai 60 tahun ke atas.
b. Pengaruh Alkohol Terhadap Keturunan
Seseorang yang berada dalamkeadaan mabuk ketika meninggalkan
spermannya, ia akan memindahkan kontribusi alcoholism akut kepada anaknya.
Dan apabila kedua belah pihak,wanita dan pria berada dalam keadaan mabuk,
maka kontribusi alcoholism akut akan muncul seratus persen pada tubuh anak.
Anak-anak yang lahir prematur mencapai 40 persen dari pasangan
peminum alkohol, 31 persen dari ibu peminum alkohol, dan 17 persen dari ayah
peminum alkohol. Anak yang ketika lahir tidak mempunyai kemampuan untuk
hidup adalah 6 persen dari ayah peminum alkohol dan 45 persen dari ibu
peminum alkohol.sementara anak yang mempunyai tinggi badan yang pendek
adalah 75 persen di hasilkan dari orang tua peminum alkohol dan 45 persen dari
ibu pecandu alkohol. Dan 75 persen anak yang mempunyai inteligensia rendah di
hasilkan dari ibu pecandu alkohol dan 75 persen dari ayah pecandu alkohol.
c. Pengaruh Alkohol Terhadap Akhlak Manusia
Kasih sayang yang di miliki oleh seseorang yang darah dagingnya
tercemari oleh alkohol terhadap istri dan anaknya berada pada level yang
demikian lemah sehingga tak jarang seorang ayah membunuh anaknya sendiri.
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d. Pengaruh Negatif Alkohol Terhadap Masyarakat
Berdasarkan data yang di keluarkan oleh salah satu institut kedokteran,
dampak-dampak buruk sosial yang di timbulkan dari barang-barang alkoholik
sebagai berikut : 50 persen pelaku pembunuhan massal, 77,8 persen perkelahian
dan pertikaian lantaran pengaruh minuman beralkohol, 88,5 persen pencuri
berkaitan dengan bahan-bahan alkoholik dan 88,8 persen dampak-dampak
penyimpangan seksual yang di sebabkan oleh bahan-bahan alkoholik. Data ini
juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku kejahatan dan pelaku criminal
besar melakukan perbuatannya ini pada saat mabuk.
e. Bahaya Minuman Beralkohol Terhadap Ekonomi
Salah satu psikolog terkenal mengatakan, “Sayang, pemerintah hanya
menghitung keuntungan dan penghasilan yang di hasilkan dari minuman keras,
mereka tidak menghitung lonjakan lainnya yang di gunakan untuk rehabilitasi
kerusakan-kerusakan yang di timbulkan oleh minuman ini. Andai pemerintah
melakukan kalkulasi secara bersama-sama terhadap bertambahnya penyakit
kejiwaan di dalam masyarakat dan semakin banyaknya kerugian yang di derita
oleh masyarakat rendah, tersia-sianya waktu yang demikian berharga, semakin
banyaknya kecelakaan lalu lintas yang di timbulkan karena mabuk, kerusakan
moral, hilangnya keturunan sah, munculnya kemalasan, kebebasan dan
pengangguran, keterbelakangan budaya, serta semakin sibuknya para polisi,
yayasan-yayasan pelindung anak-anak pecandu alkohol, rumah sakit,
pembentukan pengadilan-pengadilan untuk mengadili kejahatan mereka, penjara-
penjara untuk para kriminalis beralkohol, dan kerugian-kerugian lain yang di
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timbulkan dari (pesta mabuk), tentu mereka sadar bahwa penghasilan sebagai
kekayaan dari minuman keras tidaklah berarti sedikitpun, di bandingkan dengan
kerugian-kerugian yang di timbulkannya, lagi pula dampak buruk yang dari
pengguna an minuman beralkohol ini tidak bisa di timbang hanya dengan dolar
dan mata uang lainnya, karena kematian seseorang, hancurnya keluarga dan
hilangnya semua harapan dan angan-angan dari pikiran manusia sama sekali tidak
bisa di ukur oleh uang.
Ringkasnya, bahaya-bahaya yang di timbulkan dari dampak alkohol amat
banyak sehingga salah seorang ilmuwan berpendapat, “Apabila pemerintah
menutup separuh pintu dari gudang penyimpanan minuman keras, maka ia dapat
menjamin bahwa masyarakat tidak akan lagi membutuhkan separuh dari rumah-
rumah sakit dan pusat-pusat rehabilitasi. Apabila terdapat keuntungan dalam
perdagangan alkohol untuk manusia atau, misalnya  melupakan kerugian yang di
timbulkan olehnya, di anggap sebagai sebuah keuntungan bagi manusia, maka
efek negatifnya secara bertahap akan lebih banyak dan lebih luas sedemikian rupa
sehingga keduanya tidak bisa di perbandingkan lagi.”11
D. Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan/Perda Tentang Larangan
Peredaran Minuman Keras
Dalam peraturan perundang-undangan, terlampau banyak defenisiyang
menyebutkan bahwa minuman keras secara umum adalah minuman yang dapat
11Email Tambunan, Mencegah Kenakalan Remaja (Bandung:Indonesia Publishing House,
1982).h,43.
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menyebabkan seseorang yang meminumnya akan kehilangan kesadaran dan
biasanya hal ini dapat menimbulkan banyak akibat sebagaimana di atas.
Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Penjualan serta Perizinan tempat
penjualan minuman bahwa alkohol adalah semua minuman yang mengandung
ethanol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat
dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan
cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses
dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran
minuman mengandung ethanol.
Dari defenisi di atas, maka alkohol merupakan salah satu minuman yang
dapat mendatangkan berbagai macam tindak kejahatan dalam masyarakat.
Menurut pasal (1) KEPPRES R.I. No.3/1997 yang di maksud dengan
minuman beralkohol dalam Keputusan Presiden ini adalah minuman yang di
proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara
fermentasi atau fermentasi yang di lanjutkan dengan penyulingan sesuai
keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih  dahulu atau tidak,
menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang dip roses dengan cara
mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman
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beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung
etanol.12
Berdasarkan Pertauran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 50 Tahun 2001
tentang Pengawasan dan Penertiban Pertunjukkan Dan Tempat  Hiburan Serta
Larangan Minuman Keras , bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketentraman
dan ketertiban pertunjukkan dan tempat hiburan serta larangan minuman keras di
Kabupaten Gowa, maka perlu pengawasan dan penertiban terhadap pertunjukkan
dan tempat hiburan serta penggunaan minuman keras.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 50 Tahun 2001 Pasal 5
ayat 1dan 2 yang menegaskan bahwa Dilarang memproduksi, menyalurkan dan
mengedarkan miras kecuali atas izin tertulis dari Kepala Daerah atas persetujuan
DPRD.Dalam setiap pertunjukan tidak diperkenangkan mengkonsumsi dan atau
memperjual belikan miras dan sejenisnya
Dengan demikian bahwa Perda tersebut mengatur tentang peredaran
minuman keras dan tidak melarang peredaran minuman keras atau alkohol apabila
masih mengikuti peraturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah, khususnya
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.
Pasal 538 KUHP, Penjual Minuman Keras atau wakilnya pada waktu yang
menjalankan pekerjaanya itu memberikan atau menjual minuman keras atau arak
kepada seorang anak di bawah umur 16 tahun, dengan pidana kurungan paling
12Undang-Undang Republik Indonesia(Penyahlagunaan Ecstacy Miras Dan Bahaya Aids
Di Kalangan Generasi Muda),2000.
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lama tiga (3) minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah..
dalam KUHP 300,537 tersebut di jelaskan bahwa, meminum minuman keras pada
dasarnya merupakan hal yang tidak di perbolehkan dan di larang secara hukum.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana walaupun tidak di jelaskan
secara terperinci tentang minuman keras namun keberadaan minuman keras dalam
masyarakat merupakan hal yang mengganggu dan bahkan mengancam
ketentraman masyarakat.Terlebih lagi telah nampak berbagai macam tindak
kejahatan yang di sebabkan karena minuman beralkohol.
Larangan meminum minuman keras/beralkohol dalam masyarakat terdapat
dalam berbagai bentuk Peraturan, Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan lain-
lain.
Minuman beralkohol memang bisa di gunakan untuk berbagai macam
tujuan, salah satunya juga di manfaatkan untuk mencampurkan makanan dan
minuman banyak jenis kue, coklat dan cake yang di jual bebas di setiap toko di
Eropa yang menggunakan rum brandy, anggur, dan jenis lainnya. Banyak pula
kita jumpai parfum pengharum tubuh yang menggunakan alkohol.Sayangnya, hal
ini kita tidak sadari. Di Amerika dan Eropasetiap hari polisi melakukan razia dan
pemeriksaan kadar alkohol pengemudi kendaraan di jalan raya. Ini adalah upaya
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menekan kecelakaan lalu lintas.Sebab, kecelakaan terbesar di kedua benua
tersebut adalah pengemudi mabuk.Parahnya lagi 25% pecandu alkohol akhirnya
meninggal dunia.13
Di Indonesia yang menjadi masalah besar minuman beralkohol
oplosan.Hampir setiap bulan di berbagai daerah di temukan korban akibat
meminum-minuman keras oplosan.
Tercatat dari kebiasaan ini yang mengakibatkan kematian jumlahnya
ratusan, bahkan mungkin ribuan, seperti misalnya terjadi di beberapa Daerah,
telah banyak orang tewas akibat minuman oplosan selama puluhan tahun. Itu yang
terjadi di indonesia. Dan juga minuman beralkohol selain berbahaya bagi
kesehatan tubuh anak remaja juga akan berdampak negative bagi masa sekolah,
masa kerjanya jika dia sudah bekerja, kehidupan sosial dalam keluarganya dan
teman temannya.
Pada dasarnya, tidak ada Undang-Undang yang secara spesifik mengatur
Peredaran dan Penyalahgunaan minuman keras. Masalah ini hanya dalam
beberapa Pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal
300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538 dan Pasal 539 KUHP yang
masing-masing berbunyi :
13Soesilo,R,KUHP Beserta Komentar-Komentar (Bogor: Jakarta Politea, 1985).h. 334
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Pasal 300 :
1 )  Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang
memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk. Perdagangan
wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam
dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
2. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang
umurnya belum cukup enam belas tahun;
3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancamankekerasan memaksaorang
minum minuman yang memabukkan.
2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat , yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan
pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan
pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
J.M. Van Bemmelen mengatakan bahwa dengan adanya pidana / sanksi,
orang lain di buat untuk takut melakukan kejahatan (pencegahan umum) dan
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untuk menjaga agar pelaku menjauhkan diri dari tindakan yang minum-minuman
keras atau mengedarkan minuman keras (pencegahan khusus).14
Selanjutnya Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya bahwa pidana
sangat perlu karena pengaruh pidana itu bukan semata-mata di tunjukan pada si
penjahat tetapi untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga Negara
yang menaati norma-norma masyarakat.15
Dalam pendapatnya di atas, Roeslan menghendaki harus ada reaksi atas
pelanggaran-pelanggaran norma yang telah di lakukan oleh pelaku kejahatan
utamanya pengedar minuman keras tidak boleh di biarkan begitu saja.
Pada Pasal 492 KUHP bahwa pidana yang di terapkan kepada mereka
yang di berikan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal di atas, yaitu
kurungan selama 6 hari atau denda bagi pelaku penyalahgunaan minuman keras,
sudah tidak sesuai dengan kondisi yang. Dengan adanya sanksi seperti di atas,
maka pelaku penyalagunaan minuman keras tidak merasa berat atau tersiksa
dengan adanya sanksi pada Pasal 492 KUHP.
Untuk itu, dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan khususnya
Perda, khususnya minuman keras mesti di perhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Secara normatif, kata minuman keras sudahdikenal dan di pergunakan dalam
14Van Bemmelen, Hukum pidana 1- Hukum Pidana Material Bagian Umum (Terjemahan
Hasan) (Jakarta: Bina Cipta 1984), h.27.
15Muliadi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung:
Alumni, 1992), h. 153.
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2. KUHP, khususnya Pasal 537, Pasal 538, dan Pasal 539. Demikian juga, kata
minuman keras dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor  9 Tahun 1960
tentang pokok-pokok kesehatan, khususnya Pasal 11 ayat (2). Secara
semantik, sebutan minuman keras memiliki konotasi lebih seram, dari pada
sebutan minuman beralkohol  karena pengaruh minuman keras itu memang
sangat mengerikan.
3. Ada 2 hal yang perlu di perhatikan yakni :
a) Substansi dalam tidak semata-mata hanya menekankan aspek akibat saja.
Kita perlu memberi tekanan pada aspek filosofi, karena minuman keras
itu merusak dan merugikan segala-galannya. Dalam hal ini, aspek
filosofinya adalah martabat kemanusiaan dan martabat bangsa.
b) Memperhatikan dalam konteks pelarangan miras, adalah memperhatikan
aspirasi masyarakat.
c) Peran Serta Masyarakat. Peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi
dengan turut serta “mengamati” peredaran minuman keras. Hal tersebut
adalah sekedar melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika
menemukan atau mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan
minuman keras. Peran serta masyarakat menghendaki agar masyarakat
berkoordinasi dengan aparat penegak hukum disebabkankarena
keterbatasan tingkat pengawasan yang di miliki oleh pejabat yang
berwenang.
d) Bagi pelaku tindak pidana pelanggaran khususnya dalam mengedarkan
minuman keras, dikenakan pidana tambahan yaitu usahannya ditutup dan
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barang buktinya disita untuk dimusnahkan. Ada dua hal yang perlu di
perhatikan dalam pasal tersebut, yakni : 1. Pidana pelanggaran, dan 2.
Usahannya ditutup dan barang buktinya disita untuk dimusnahkan.
Mengenai sanksi pidananya harus lebih berat dari sanksi” Usahanya
ditutup dan barang buktinya disita untuk dimusnahkan.” Dalam hal ini, si
produsen yakni kategori “tindak kejahatan” dengan sanksi yang lebih
berat dan usahanya ditutup. Sebab perusahaan yang memproduksi miras
termasuk mengoplos itulah sebagai sumber masalah menjadikan orang
atau beberapa warga masyarakat mengalami ketertarikan dan
kecenderungan untuk meminum miras.
Tidak berlebihan bila dikatakan, perusahaan miraslah yang menjadi
penyebab utama rusaknya moral masyarakat, sehingga dapat mengancam
ketertiban, ketenangan dan keamanan masyarakat, dan lebih dari itu dapat
merendahkan martabat kemanusiaan dan martabat bangsa.
Dalam rangka yangdi sebut terakhir tadi, Peraturan Daerah Tentang
Larangan Miras harus benar-benar menjadi instrument hukum yang mampu
memberikan efek jera, di samping mampu membentenggi masyarakat luas dari
pengaruh buruk dan jahat minuman keras.
E. Tinjauan Hukum Islam tentang peredaran minuman keras
Minuman keras (khamar) adalah jenis minuman yang memabukkan dan di
haramkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok khamar adalah segala jenis
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minuman yang memiliki sifat sama dengan khamar yaitu memabukkan.
Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khamar didasarkan pada sifatnya
bukan pada jenis dan bahannya.Minuman yang dikelompokkan pada khamar
hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan.
Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk
seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu, yang di
larang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah
si peminum tersebut mabuk atau tidak. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah
ayat 90 yang berbunyi :
Terjemahannya :
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah
adalahtermasuk perbuatan syaitan.Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu
agar kamu mendapat keberuntungan.”16
Imam Bukhori ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu
mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang
paling banyak menghilangkan harta, maka dsusulnya larangan meminum khamar
dengan perjudian karena perjudian merupakan salah satu cara membinasakan
16Departemen Agama RI;Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang: Toha
Putra,1989),h.123.
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harta, maka pembinasaan harta disusul dengan larangan berhala yang merupakan
pembinasaan terhadap agama.
M. Quraish Shihab mengemukakan mengenai makna khamar dan
perselisihan ulama tentang bahan mentahnya.Abu Hanifah membatasinnya pada
anggur yang di olah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan
busa, kemudian di biarkan hingga menjernih.Yang ini haram hukumnya untuk di
teguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti
perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkanm, maka ia dalam
pandangan Abu Hanifah, tidak dinamai khamr atau tidak haram untuk di minum,
kecuali secara factual memabukkan. Pendapat ini di tolak oleh Ulama Madhab
lainnya. Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila di minum atau di gunakan
dalam keadaan normal oleh seorang yang normal lalu memabukkannya maka ia
adalah khamar dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit atau banyak.17
Islam bukan tidak mengetahuai sisi manfaat khamar, namun dalam
pandangan islam dampak kerusakan khamar dalam kehidupan manusia jauh lebih
besar dari manfaat yang bisa di peroleh. Hal ini di nyatakan di dalam QS. Al-
Baqarah ayat 219 yang artinya :
 ۡ َﺴﯾ۞َٔ ِ ﻦ َﻋ َ َﻚﻧُﻮﻠ ِﺮ ۡ ﻤ َﺨ ۡ ﻟٱ َو ۖ ِﺮ ِﺴ ۡ ﯿ َﻤ ۡ ﻟٱ ُِﻊﻔ ٰ َﻨ َﻣ َ و ٞ ﺮِﯿﺒ َﻛ ٞ ﻢ ۡ ِﺛإ ٓﺎ َﻤِﮭِﯿﻓ ۡ ُﻞﻗ ِۡﺛإ َ و ِسﺎﱠﻨِﻠﻟ ٓﺎ َ ُﻤﮭ ُﻤ
 ۡ َﺴﯾ َ و ۗ ﺎ َﻤِﮭ ِ ﻌ ۡ ﻔﱠﻧ ﻦ ِﻣ ُ َﺮﺒ ۡ َﻛأَٔ ِ ُﻞﻗ ۖ َ نُﻮِﻘﻔُﻨﯾ ا َذﺎ َﻣ َ َﻚﻧُﻮﻠ ۗ َ ﻮ ۡ ﻔ َﻌ ۡ ﻟٱ ُ ﻦﱢَﯿُﺒﯾ َ ِﻚﻟ ٰ َﺬ َﻛ ُﻢُﻜَﻟ ِﺖ ٰ َﯾٓ ۡ ﻷٱ
 ََﻔَﺘﺗ ۡ ﻢ ُﻜﱠﻠ َﻌَﻟ َنو ُﺮﱠﻜ٢١٩
17Yusuf Qardawi,h.272
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Terjermahnya :
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia,
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya
kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari
keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu
supaya kamu berfikir.”
Sejumlah penelitian yang menyatakan bahwa minuman beralkohol
memberikan efek positif selama ini belum di terima sepenuhnya dalm dunia
kesehatan.Sebaliknya, dampak negatif minuman alkohol telah diterima
sepenuhnya oleh lembaga kesehatan dunia seperti WHO (World Health
Organizations). Sekalipun tidak ada satu Negara pun di dunia yang bisa 100
persen bebas minuman beralkohol, di negara-negara berpenduduk muslimjauh
lebih kecil di bandingkan negara-negara lainnya. Sebagian besar negar-negara
berpenduduk muslim mengkomsumsi minuman alkohol kurang dari 0,5 liter
alkohol perkapita pertahun. Coba bandingkan dengan penduduk Negara Eropa
yang mengkomsumsi lebih dari 10 liter alkohol perkapita per tahun.
Persentasi penduduk yang tidak peminum alkohol di Negara-negara
muslim juga jauh lebih tinggi di bandingkan Negara-negara lain di dunia. Sebagai
contoh, jumlah penduduk yang tidak peminum alkohol di Mesir, Indonesia,
Pakistan, Saudi Arabia dan Syiria mencapai lebih dari 90 persen. Sebaliknya,
jumlah penduduk yang bukan peminum alkohol di Denmark, Norwegia, Jerman,
dan Luxemburg hanya kurang dari 6 persen. Ini artinya ada korelasi positif antara
ajaran islam dengan rendahnya tingkat konsumsi minuman beralkohol di Negara-
negara berpenduduk muslim.
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Maksudnya dari ayat tersebut di atas adalah kaum mukminin bertanya
kepadamu wahai Rasul tentang hukum khamar dan judi, di mana pada zaman
jahiliah kedua hal tersebut sering di lakukan dan juga pada awal-awal islam.
Seolah-olah terjadi kesulitan memahami kedua perkara tersebut.Karena itu,
mereka bertanya kepadamu tentang hukum-hukumnya.Maka Allah Ta’ala
memerintahkan kepada Nabinya untuk menjelaskan manfaat-manfaatnya dan
kemudharatanya kepada mereka agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk
pengharamanya dan wajib meninggalkan kedua perbuatan tersebut secara total.
Allah menggambarkan bahwa dosa yang mudharat keduanya serta apa
yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilangnya ingatan, harta dan
menghalanggi dari berdzikir kepada Allah, dari Shalat menimbulkan permusushan
dan saling benci, adalah lebihbesar didapatkan harta dengan berjual beli khamar
atau diperoleh dengan cara judi atau kebahagiaan hati saat melakukannya.
Penjelasan ini merupakan pencegahan dari kedua perbuatan tersebut,
karena seorang yang berakal akan lebih memilih sesuatu yang kemaslahatannya
lebih besar, dan ia akan menjauhi suatu yang mudharatnya lebih besar. Akan
tetapi, ketika mereka sudah begitu terbiasa dengan kedua perkara tersebut dan
sulit untuk meninggalkannya secara total pada awal-awalnya, maka Allah
memulai hal tersebut dengan ayat ini sebagai pendahuluan menuju kepada
pengharaman secara mutlak yang disebutkan dalam Q.S Al-Maidah/5:90
 َﻦﯾ ِﺬﱠﻟٱَﺎﮭﱡَﯾﺄٓ ٰ َﯾ ﺎ َﻤﱠِﻧإ ْا ٓ ُﻮﻨ َﻣا َ ء ۡﻟٱ ُﺮ ۡ ﻤ َﺨ َو ُﺮ ِﺴ ۡ ﯿ َﻤ ۡ ﻟٱ َو ُبﺎ َﺼَﻧ ۡ ﻷٱ َو ُﻢ ٰ َﻟ ۡ َز ۡ ﻷٱ ِﻞ َﻤ َﻋ ۡ ﻦ ﱢﻣ ٞ ﺲ ۡ ﺟِر
 ِﻦ ٰ َﻄ ۡ ﯿ ﱠﺸﻟٱ َﻓ ُهُﻮِﺒَﻨﺘ ۡ ﺟﭑ َ نﻮ ُ ِﺤﻠ ۡ ُﻔﺗ ۡ ﻢُﻜﱠﻠ َﻌَﻟ٩٠
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Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah
termasuk perbuatan syaitan.Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar
kamu mendapat keberuntungan.
Khamar artinya semua yang memabukkan, menghilangkan akal pikiran
dan menutupinya, dari apa pun macamnya. Sedangkan judi adalah segala macam
usaha saling mengalahkan yang di dalamnya terdapat taruhan dari kedua belah
pihak seperti dadu atau segala macam usaha saling mengalahkan baik perkataan
maupun perbuatan dengan taruhan, tentunya selain dari perlombaan berkuda,
unta.18
Dalam Islam pengharaman khamar bagi umat di bagi dalam empat tahapan
yang tergantung dalam empat ayat, yaitu :
1. Tahapan pertama, Ayat yang membolehkan;
2. Tahapan kedua, (permulaan) untuk mengharamkannya;
3. Tahapan ketiga, ayat yang melarang minum khomr pada waktu-waktu
tertentu seperti ketika akan sholat;
4. Tahapan keempat, ayat yang menyatakan haramnya khomr secara
mutlaq dan jelas, sedikit atau banyak, waktu sholat atau di luar sholat.
Namun sesungguhnya yang di maksud dengan khamar di dalam Islam itu
tidak selalu merujuk pada alkohol, yang di sebut khamar adalah segala sesuatu
minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk.
18Yusuf Qardarwi. Halal Dan Haram Dalam Islam.(Surabaya: Bina Ilmu,1890).
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Perlu diingat bahwa alkohol hanyalah salah satu bentuk zat kimia. Zat ini
juga digunakan untuk berbagi keperluan lain. pembersih, pelarut, bahan bakar dan
sebagai campuran produk-produk kimia lainnya. Untuk contoh-contoh pemakaian
tersebut, maka alkohol tidak bisa di anggap sebagai khamar, oleh karenanya
pemakainnya tidak di larang dalam Islam.Sebaliknya, jenis obat-obatan seperti
psikotropika dan narkotika, walaupun mereka tidak mengandung alkohol, dalam
pandangan Islam mereka di kategorikan sebagai khamar yang hukumnya
haram/terlarang.
Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk
seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu.Yang
dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas
apakah si peminum tesebut mabuk atau tidak.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif-empiris yaitu penelitian yang berdasarkan pada peraturan-
peraturan yang ada dan berdasarkan pada kenyataan sosial yang terjadi di
masyarakat.
B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kecamatan Tinggimoncong
Kabupaten Gowa. Yaitu beberapa masyarakat di  Malino dan pada Kantor Polisi
Sektor (Polsek) Tinggimoncong.
C. Metode Pendekatan
Metode pendekatan penelitian yang akan di gunakan ada dua. Pendekatan
penelitian ini akan dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan penelitiam. Adapun
kedua pendekatan ilmiah yang akan digunakan, yaitu :
1. Pendekatan Yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan
berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki
korelasi dengan masalah yang diteliti.
2. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan terhadap gejala sosial
yang timbul dalam masyarakat.
D. Jenis dan Sumber Data
a) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya
b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti
buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber
lainnya.
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E. Tehnik Pengumpulan Data
Penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu:
a) Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap
gejala yang diteliti1
b) Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan.2
c) Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui
dokumen-dokumen.
F. Tehnik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:
1. Reduksi Data ialah proses mengubah data ke dalam pola, fokus,
kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data
dalam bentuk yang di inginkan seperti memberikan penjelasan dan
analisis.
3. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang
direduksi dan disajikan .
Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik
pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka
mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis
konseptual dan teoretik.
1Abu Achmadi, metodologi penelitian,(Jakarta: Bumi Askara,2012)h.83
2Abu Achmadi, metodologi penelitian,(Jakarta: Bumi Askara,2012).h.70
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Faktor yang Melatarbelakangi Peredaran Ballo di Tinggimoncong.
Minuman tradisional Ballo di Kecamatan Tinggimoncong yang tergolong
sebagai minuman keras, yang banyak dikomsumsi oleh masyarakat tertentu
dengan berbagai alasan yang menjadi pemicu perkembangan peredaran ballo di
Kecamatan Tinggimoncong. Berdasarkan data yang diperoleh ada beberapa data
peminum Ballo yang ada di Kecamatan Tinggimoncong yang berhasil di
kumpulkan sebagai berikut
Tabel Hasil wawancara dengan peminum Ballo di Kecamatan
Tinggimoncong :
Nama Umur Alasan
Sumedi SE 28 Tahun Hanya ingin santai bersama teman-
temannya dan sebagai pengantar tidur.
Nasrul 25 Tahun Untuk menghilangkan rasa stress serta
kumpul bersama teman-temannya.
Edy
Mahmudin
29 Tahun Untuk memperluas pertemanan dan
mempererat persaudaran mereka.
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Hasraf
Kurniawan
18 Tahun Menghilangkan sejenak masalah yang
di hadapi serta adanya ajakan dari
teman-teman.
Sapri 21 Tahun Ajakan teman, dan sebagai pengantar
tidur
Faidil 20 Tahun Ingin menggemukkan badannya,
karena terpengaruh pergaulan
Sumber data: Wawancara Pada Tanggal 10 April 20171
Dari data yang di peroleh, dapat di simpulkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi mereka untuk mengkonsumsi Ballo yaitu :
1. Faktor Lingkungan Sosial
Faktor ini merupakan alasan mereka mengkonsumsi minuman keras
tradisional, mereka yang dulunya bukan peminum akhirnya menjadi peminum
karena bergaul dengan orang yang suka minum. Sehingga mereka terjerumus
dalam pergaulan yang tidak benar. Selain itu, menurut mereka melalui minuman
mereka dapat menambah teman.
1 Wawancara pada tanggal 10 April 2017
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2. Faktor Keluarga
Apabila dalam suatu keluarga terjadi percekcokan antara kedua orang tua,
biasanya anak yang akan merasakan sakit yang luar biasa, dan dapat
melampiaskannya melalui kenakalan contohnya mengkonsumsi minuman keras.
Seharusnya orang tualah atau keluarga yang memberikan contoh yang baik
kepada anak-anaknya.
3. Sebagai penghilang stress/Pengantar tidur
Rata-rata jawaban yang didapatkanmengenai alasan para konsumen
menikmatiballo adalah untuk menghilangkan rasa stress dari masalah yang
dihadapi ataupun menghilangkan rasa capek atas pekerjaan yang dikerjakan, dan
yang paling penting menurut mereka adalah minuman keras tradisional tersebut
mereka jadikan sebagai pengantar tidur.
Berdasarkan data yang diperolah dari peminum Ballo di Kecamatan
Tinggimoncong yang tergolong sebagai minuman keras, dapat diketahui bahwa
peredaran ballo bukan merupakan rahasia lagi bagi masyarakat tertentu. Penjual
seakan di berikan kebebasan untuk menjual Ballo secara bebas. Hal ini
berdasarkan hasil wawancara oleh salah satu pejual Ballo yang ada di
Tinggimoncong. Penjual Ballo tersebut mengemukakan alasan mengedarkan
Ballo. Tati Iriyani, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Malino
Barat mengemukakan beberapa faktor penyebab peredaran Ballo di Kecamatan
Tinggimoncong sebagai berikut :
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1. Kemauan dari dalam diri.
Adanya kemuan dari dalam diri disebabkan karena ingin mendapatkan
keuntungan yang lebih.hal ini dikaitkan dengan kondisi masyarakat
Tinggimoncong terkait banyaknya peminat dan dapat dijadikan salah satu
mata pencaharian yang menjanjikan dan semakin tingginya permintaan dari
peminum. Tati Iriyani mengemukakan bahwa keuntungan yang diperoleh
dari penjualan Ballo dalam sehari adalah Rp.10.000/ jergen dan Ballo habis
terjual sebanyak 10-15 jergen perhari.Pada dasarnya minuman keras jenis
Ballo, diperoleh untuk dijadikan gua merah, namun beralih fungsi menjadi
mata pencaharian utama karena lebih banyak mendapatkan keuntungan.
2. Atas dasar kesepakatan dari  keluarga.
Penjualan Ballo di Kecamatan Tinggimoncong di latar belakangi oleh
kesepakatan dari keluarga dan atas dorongan dari keluarga itu sendiri.Salah
satu factornya yaitu keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan lebih
banyak dan perputaran modal lebih cepat.Penjualan Ballo melonjak tinggi
pada saat malam minggu, pergantian tahun, dan hari besar keagamaan.Ballo
dapat habis terjual sampai 30 jergen perhari.
3. Faktor ekonomi
Kecamatan Tinggimoncong merupakan salah satu daerah di Sulawesi
Selatan yang masih berkembang dan merupakan salah satu tempat parawisata
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yang paling diminati oleh masyarakat luar. Sebagian  dari masyarakat
Tinggimoncong masih berpenghasilan rata-rata atau rendah. Kebanyakan
penduduk di Kecamatan Tinggimoncong bekerja untuk menafkahi
keluarganya dengan bercocok tanam atau bertani. Untuk menambah
penghasilan kebutuhan hidupnya, sebagian dari mereka melakukan pekerjaan
yang mestinya tidak perlu dilakukan karena dapat menjerat dirinya sendiri di
hadapan hukum, dengan cara mengedarkan Ballo dan menjadikannya sebagai
mata pencaharian utama.
4. Banyak peminat.
Di Kecamatan Tinggimoncong sangatlah tidak susah untuk bisa
mendapatkan Ballo dari yang tradisional hingga dalam kemasan botol
dengan harga yang terjangkau. Ini dikarenakan pengawasan dari aparat yang
kurang/tidak berfungsi yang hanya diam dan terkesan membiarkan
peredaran Ballo ini terjadi.
B. Sanksi Hukum terhadap Peredaran/Peminum minuman keras (Ballo) di
Kecamatan Tinggimoncong.
Era otonomi Daerah merupakan salah satu moment penting dalam
membangun Daerah sehingga kesejahteraan dalam lingkup sosial, ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat semakin terjamin. Sebagai suatu daerah yang otonom
Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam megeluarkan suatu perda,
dimana salah satu tujuannya adalah guna menjamin kepastian hukum dan
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mencipatakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Berbicara
tentang kepastian hukum dan penegakan perda dalam penyelenggaraan
pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya keamanan dan ketertiban
masyarakat, yang dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manejeman
dan profesinalisme dalam menagani berbagai pelanggaran-pelanggaran
menyangkut ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang di
harapkan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gowa mengeluarkan Perda
Nomor 50 Tahun 2001, pada Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menegaskan Dilarang
memproduksi, menyalurkan dan mengedarkan miras kecuali atas izin tertulis dari
Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.
Dalam Pasal 5 ayat 2 Perda Gowa Nomor 50 Tahun 2001 mengatakan
bahwa tidak di perkenankan mengkomsumsi dan atau memperjual belikan miras
dan sejenisnya. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi
sesuai yang di atur dalamPasal 8 Perda Gowa Nomor 50 Tahun 2001 mengatakan
barang siapa yang melanggar ketentuan yang di tetapkan akan di kenakan sanksi
kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya
500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau dapat di cabut izin usahanya sesuai
ketentuan yang berlaku.
Dalam salah satu tulisannya, Lawrence Friedman, mengatakan bahwa
terdapat tiga jaminan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera,
aman, tentram dan damai dalam ranah Hukum.Adapun tiga jaminan itu sebagai
berikut adalah :
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1. Substansi Hukum, yaitu peraturan yang di buat oleh Pemerintah untuk
mengatur warganya dalam menciptakan tatanan hidup yang damai, misalnya
Undang-Undang, Perda, dan lain-lain.
2. Struktur Hukum, yaitu Aparat Penegak Hukum sebagai orang yang
menjalankan Undang-Undang atau Peraturan yang telah di buat
olehPemerintah bersama-sama masyarakat untuk menjamin dan menjaga
terjadinya tindakan yang dapat membahayakan masyarakat.
3. Kultur Hukum, yaitu kesadaran masyarakat terhadap Hukum, dalam artian
masyarakat memandang Hukum sebagai sesuatu yang protektif sehingga
mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadikan mereka di
kenakan Hukuman. Kesadaran masyarakat ini adalah bagian dari budaya yang
mendambakan ketentraman hidup
Apabila melihat sekilas bahwa dibentuknya Perda tersebut pada dasarnya
bertujuan untuk menekan tingkat konsumsi minuman keras.Namun, peredaran
Ballo dalam realita, baik yang legal maupun illegal tersebar luas di Daerah
Kecamatan Tinggimoncong.Dengan demikian, secara yuridis, efektifitas Perda
dalam menanggulanggi peredaran minuman keras di Kecamatan Tinggimoncong
kurang maksimal dalam proses penyelenggaraanya dalam masyarakat.
Agar Perda  berfungsi maka harus memenuhi unsur suatu kaedah hukum.
Kaedah hukum atau peraturan tertulis benar benar berfungsi maka ada beberapa
faktor yang mempengaruhi, dimana kaedah hukum atau peraturan itu sendiri
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petugas yang menenggakkan atau yang menerapakan, fasilitas yang
diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum, dan warga yang
terkena ruanglingkup peraturan yang berlaku.
Penegakan hukum merupakan kegiatan masyarakat menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabarka dalam kaedah-kaedah atau pandangan yang
mantap dan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan
kedamaian.penegakan hukum dilihat sebagai proses, maka sebaiknya tinjauan
diarahkan pada manusia yang melaksanakan proses hukum.
Harapan masyarakat dalam poenegakan hukum sebenarnya sangatlah
sederhana yaitu mencapai suatu keadilan. Pada masyrakat-masyarakat sederhana,
masih berlakunya hukum adat istiadat yang berlaku semakin kuat, peranan
kaedah-kaedah hukum masih kurang diamana masih adanya kaedah –kaedah yang
berdasarkan kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, siakap menolak hukum yang
asing terutama hukum formal disebabkan karena keyakinan kuat kaedah-kaedah
non hukum sudah dapat memelihara kedamiaan dalam masyarakat.secara asumtif
terdapat harapan yang kuat, bahawa penegakan hukun adalah harapan kedua
sesuadah kaedah hukum adat. Keadaan ini masih tanpak didaerah pinggiran atau
pedalaman di Indonesia khususnya di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten
Gowa.
Harapan yang diarahkan masyarakat pada penegakanhukum adalah
muncul suatu keadilan, penindakan dan penuntutan terhadap mereka yang
bersalah atau yang melanggar hukum, pentaatan hukum.  Dasar harapan tersebut
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maka role-expectation  terhadap penegakan hukum yaitu memberikan dan
menegakkan keadilan, menindak dan memutus siapa yang bersalah, memberikan
suatu kebenaran,agar masyarakat paham hukum dan menaatinya, memberikan
teladan untuk mematuhi hukum.
C. Upaya Polsek dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras (Ballo) Di
Wilayah Kecamatan Tinggimoncong.
Di Kabupaten Gowa, khususnya di Kecamatan Tinggimoncong masalah
pemabuk tidak ada habis-habisnya, sehingga pihak keamanan (Polsek
Tinggimoncong)  mengganggap masalah ini sebagai hal yang perlu ditangani
secara serius. Apalagi dengan munculnya berbagai tindak pidana yang disebabkan
karena minuman keras, maka Polsek Tinggimoncong melakukan beberapa
tindakan/upaya yaitu :
1. Upaya preventif
Penanggulanggan kejahatan secara preventif dilakukan untuk
mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali.Mencegah
kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi
lebih baik kembali, sebagaimana dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk
memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi
lagi kejahatan ulangan. Berikut ini merupakan upaya-upaya preventive
dalam menaggulanggi peredaran ballo yaitu :
1) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat
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Penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk
meningkatkan kesadarn hukum masyarakat. Dalam hal ini Polsek
Tinggimoncong bekerja sama dengan Instansi Pemerintah setempat
seperti Lurah, atau Kepala Desa untuk mengumpulkan dan mengundang
warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh
Polsek Tinggimoncong. Dalam penyuluhan tersebut Polisi memberikan
pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat khususnya
mengenai peredaran minuman keras yang diatur dalam Perda, apa-apa
saja yang diatur beserta sanksinya apabila hukum itu dilanggar. Dengan
demikian, masyarakat akan tahu resiko yang akan diterimanya apabila
tetap melakukan kejahatan tersebut sehingga dengan resiko tersebut, ia
tidak akan mau untuk akan melakukan kejahatan. Hal ini berarti
penyuluhan hukum itu dapat melahirkan masyarakat yang taat hukum.
2) Melakukan Operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian
Untuk mencegah munculnya peredaran ballo diwilayah tersebut
dan menjaga tempat-tempat keramaian yang menjadi tempat rawan
peredaran ballo seperti warung-warung, pasar, pesta pernikahan,
sunnatan, maupun avcara-acara yang diadakan di daerah-daerah yang
jauh dari kota.
3) Mengadakan patroli dan pengawasan secara rutin dan continue
Patroli dan pengawasan secara rutin dan continu yang dilakuakan
oleh polsek Tinggimoncong yaitu khususnya di tempat-tempat rawan
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minum ballo sehingga masyarakat pun akan menjadi takut untuk
mengedarkan ballo.
4) Melakukan pengintaian
Untuk mengungkap kasus peredaran ballo, anggota kepolisian
melakukan pengintaian didaerah dimana daerah tersebut diduga rawan
peredarn ballo, dalam melakukan pengintaian ini pihak kepolisian
bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan cara ini para pelaku
dengan mudah dapat ditangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih
dahulu dari masyarakat karena polisi sudah mengetahuai para pelaku
peminum dan pengedar ballo.
2. Upaya represif
Upaya represif adalah suatu upaya penaggulangan kejahatan secara
konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Peneggulangan
dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan
sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar
bahwa perbuatan yang dilakukanya merupakan perbuatan yang melanggar
hukum damn merugikan masyarakat, sehingga tidak akan menggulangginya
dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan
ditanggungnya sangat berat. Adapun upaya-upaya represif yang dilakukan
polsek Tinggimoncong sebagai berikut :
1) Melakukan penyelidikan dan mencari informasi
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Dalam upaya kepolisian menanggulamgi peredaran ballo, maka
polsek Tinggimoncong membentuk krim serse dalam sertiap anggota
menguasai satu kelurahan dengan adanya kremserse ini polsek
Tinggimoncong dapat dengan mudah menetukan daerah yang rawan
terjadinya peredaran ballo, maka kremserse ini dibantu juga bimmas,
dibentuk juga satu bimmas dalam satu kelurajan dengan adanya bimmas
ini membnetuk informal, menemui tokoh-tokoh masyarakat untuk jangan
sampai melakukan peredaran ballo yang hakikatnya itu melanggar aturan
Perda Nomor 50 Tahun 2001 Pasal 5 ayat 1 dan 2.
2) Melakukan Razia;
Salah satu upaya yang dapat di lakukan oleh Pihak Kepolisian
untuk menekan angka kejadian peredaran miras yang terjadi di
masyarakat adalah dengan melakukan razia terhadap miras illegal.Tugas
penertiban ini sesuai dengan yang di amanatkan oleh Undang-Undang
Pangan dimana Polri berhak dan wajibuntuk menertibkan miras illegal
tanpa izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Upaya penertiban miras illegal ini akan sangat berpengaruh
terhadap penurunan angka peredaran miras . Polri sangat perlu
menertibkan miras illegal ini kadar alkoholnya tergolong tinggi dan tidak
sesuai dengan standar yang di tetapkan oleh pemerintah. Dengan kadar
alkohol yang tinggi tentunya akan menimbulkan efek yang tidak
terkontrol pula  bagi peminumnya . Dengan adanya upaya
penertiban miras illegal ini, di harapkan kejadian pesta miras akan
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menurun karena minuman yang biasa digunakan untuk pesta miras tidak
ada lagi dipasaran.
3) Melakukan penyamaran
Untuk mengungkap kasus peredaran ballo anggota Kepolisian
melakukan penyamaran menjadi masyarakat biasa bekerja sama dengan
tokoh masyarakat, dengan cara ini para pelaku tindak pidana peredaran
ballo dengan mudah dapat ditangkap ditempat tanpa ada pelaporan
terlebih dahulu dari masyarakat.
4) Menangkap tersangka dan menyita barang bukti
Polsek Tinggimoncong dalam melakukan operasi untuk mencegah
dan memberantas peredaran ballo, Polsek menagkap pelaku dan menyita
barang bukti yang ditemukan di TKP maupun barang yang diduga
menjadi alat untuk mengedarkan ballo.2
D. Kendala-Kendala yang dialami pihak Kepolisian Polsek Tinggimoncong
dalam menanggulangi peredaran Ballo
Menurut Rusdi R Tata sebagai Kapolsek Tinggimoncong mengemukakan
bahwa kendala yang di hadapi oleh pihak kepolisian sebagai  penyidik dalam
melakukan penyidikan tindak pidana peredaran minuman keras yang terjadi,
adalah sebagai berikut :
1. Faktor Internal
2 IPTU Rusdi  R Tata, Kapolsek Tinggimoncong, wawancara, Tinggimoncong, 17 April
2017
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Dalam melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana peredaran
minuman keras salah satu hambatan yang di alami adalah masalah sarana
dan prasarana Sat Resnarkoba Polsek Tinggimoncong dalam
menanggulanggi tindak pidana peredaran minuman keras Minimnya
sosialisasi yang di lakukan pihak Kepolisian.
a. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang digunakan pihak
Kepolisian untuk menjalankan tugasnya.
Kurangnya sarana yang memadai dapat menjadi penghambat bagi
Polsek Tinggimoncong untuk mencegah dan menanggulangi tindak
pidana peredaran ballo.di karenakan belum adanya laboratorium criminal
yang mempermudah penyelidikan, karena tempat ini berguna sebagai
sarana untuk membuktikan dengan kasat mata antara minuman keras
yang asli atau palsu, sarana transportasi yang memadai. Jika kita melihat
secara Geografis daerah Kecamatan Tinggimoncong tidak hanya
mencakup suatu daerah saja tetapi juga mencakup beberapa Kelurahan
dimana Kelurahan tersebut ada yang berada di Kota dan juga ada yang
berada di perkampungan, diantara Kelurahan tersebut daerahnya
terpencil  dan memiliki potensi terjadinya tindak pidana peredaran
minuman kerasterkhusus ballo. Kepolisian Polsek Tinggimoncong
kesulitan untuk menjangkau lokasi kejadian, pada akhirnya kasus
tersebut akan terabaikan begitu saja dan tidak dapat terselesaikan. Hal ini
tentu saja dapat meningkatkan peredaran ballo di Kecamatan
Tinggimoncong.Keterbatasan mobil dinas inipun dapat menjadi
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penghambat bagi aparat Polisi dalam mencegah dan menanggulangi
tindak pidana peredaran ballo dengan tidak adanya mobil dinas maka
begitu ada laporan dari masyarakat, maka Polisi tidak dapat cepat sampai
di lokasi kejadian, bisa jadi sebelum Polisi tersebut sampai di TKP, para
pelaku itu telah melarikan diri terlebih dahulu, sehingga penyelidikan
pun gagal dilakukan,  yang dimana dalam melakukan tugas-tugasnya
tersebut pihak Kepolisian membutuhkan biaya yang banyak.
b. Terbatansya jumlah porsenil dalam pengawasan maupun dalam
melakukan operasi penggrebekan.
Faktor  ini juga disebabkan dari luasnya wilayah geografis
Kecematan Tinggimoncong kurangnya personil  ini merupakan kendala
yang cukup berat bagi pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak
pidana yang dilakukan oleh masyarakat khusunya tindak pidana
peredaran ballo. Pihak Kepolisian sulit untuk membagi tugas  sesuai
kemampuan anggotanya karena masing masing mengawasi daerah yang
cukup luas  itu merupakan hal yang sulit bagi pihak Kepolisian untuk
menjalan kan tugasnya dengan baik.
2. Faktor Eksternal
Faktor ini adalah dari masyarakat, kesadaran hukum masyarakat yang
relative rendah yang mempengaruhi kelancaran dalam melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana peredaran minuman keras, masyarakat
kurang memahami akan akibat dari miras. Miras seperti bagian dari
kesehariannya, bahkan kesulitan ini sudah di alami sejak lama. Kebiasaan
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ini di anggap penyakit masyarakat dimana seringkali di lakukan razia tetapi
masih saja melakukan hal yang sama. Hal ini menunjukkan para pedagang
tidak jera melakukan tindak pidana peredaran miras, karena keuntungan
yang di dapat juga besar serta sanksi hukuman hanya tidak lebih dari 1
Tahun (tindak pidana ringan) sesuai dengan Perda Kabupaten
Gowa.kendala-kendala tersebut antara lain adalah :
a. Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang
dilakukan pihak Kepolisian.
Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam melakukan
sosialisasi atau penyuluhan yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap
apa yang dilakukan pihak Kepolisian ini membuktikan bahwa
masyarakat masih minim  pengetahuan tentang perda Kabupaten Gowa
karena masyarakat menganggap bahwa minuman keras jenis ballo itu
merupakan hiburan semata dan menganggap  tidak ada peraturan yang
mengikat yang akan diberi sanksi ketika dilanggar. Sementara itu
masyarakat perlu untuk diberikan pengetahuan melalui penyuluhan atau
sosialisasi yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang aturan
yang melarang dan dampak ketika sering minum dan mengedarkan ballo.
Dengan melalui penyuluhan ini pihak kepolisian dapat mewujudkan
masyarakat yang taat hukum,sehingga tidak ada lagi penyimpangan yang
menyebabkan kesengjangan sosial.
56
b. Kendala yang dihadapi Kepolisian saat melakukan penyelidikan dan
mencari informasi, karena adanya pembackingan oleh oknum-oknum
tertentu
Adanya pembackingan kejahatan dalam hal ini bukanlah hanya
cerita bohong.Polsek Timnggimoncong selalu saja menemukan oknum –
oknum pembackingan tersebut dalam setiap operasi mereka.Bahkan tidak
jarang para pembackingan tersebut sangat berani melawan petugas Polisi
pada saat penggerebekan berlangsung karena mereka sering merasa tidak
terjangkau oleh hukum.Ulah para pembacking tersebut sangat tidaak
dapat di tolerir dan harus segera ditindak demi tegaknya
hukum.Menangani masalah pembackingan sebenarnya termasuk masalah
yang sangat serius, karena pembackingan dalam dunia kejahatan akan
menjadi kendala yang serius pula dalam upaya pencegahan kejahatan itu
sendiri. Para pembacking kejahatan bisa di kategorikan sebagai pelaku
kejahatan itu sendiri, bukan hanya sekedar pembantu kejahatan.
Untuk mengatasi maslah pembackingan ini, maka baik Kapolri maupun
panggab TNI hendaknya dapat memberikan ultimatum yang tegas bagi
oknum-oknum yang menyalah gunakan kewenangannya untuk
mebacking kejahatan, sehingga dengan demikian kebocoran operasi
sebelum pihak Kepolisian melakukan razia ataupun pengrebekan,
kebocoran operasi ini disebutkan adanya mata-mata pelaku  baik dari
oknum anggota Kepolisian atau masyarakat sipil yang memang disuruh
untuk memata-matai Polisi sebelum melakukan pengrebekan. Sehingga
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saat Polisi melakukan pengrebekan pengeceran, pengumpul dan alat-alat
buktinya sudah tidak ada lagi, dengan demikian diharapkan Kepolisian
sebagai aparat penegak hukum dan kekuatan inti pembinaan kamtibmas
tidak lagi menemui hambatan dalam mencegah dan menaggulangi
peredaran ballo di masyarakat.
c. Tidak Ditemukannya barang Bukti
Tidak ditemukannya barang bukti pada saat dilakukannya
penangkapan di lokasi kejadian juga dapat menjadi kendala bagi Polsek
Tinggimoncong untuk menanggulangi tindak pidana peredaran ballo
karena dengan tidak di temukannya barang bukti tersebut , mereka yang
diduga telah mengedarkan ballo dan telah di tangkap, tidak dapat
diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus di bebaskan dalam
jangka waktu paling lama 1x24 jam. Dengan demikian pemeriksaan atas
kasus tersebut dinyatakan telah ditutup karena bukti permulaannya tidak
ada. Tidak ditemukannya barang bukti di TKP bisa terjadi karena adanya
bocoran informasi oleh masyarakat sendiri  kepada para pelaku bahwa
Polisi akan melakukan penggerebekan di TKP sehingga barang
barang bukti tersebut terlebih dahulu disingkirkan oleh mereka.Hal ini
tentu saja dapat menyebabkan kasus – kasus peredaran ballo di hentikan
begitu saja pemeriksaannya sehingga pelakunya tidak dapat di tangkap
dan di hukum.
Dengan adanya kendala-kendala tersebut diatas yang selama ini yang
menjadi penghalang atau penghambat bagi aparat penegak hukum yang berada di
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jajaran penegak hukum Polsek Tinggimoncong untuk mengungkap modus
operandi peredaran ballo dilingkungan masyarakat Kecematan Tinggimoncong
peneliti memberikan solusi kepada lembaga Kepolisian bahwa dalam
mengungkap dan menanggulangi tindak pidana peredaran ballo agar kiranya pihak
Kepolisian lebih aktif lagi dalam melakukan upaya preventif salah satunya
melakukakan sosialisasi dan menciptakan masyarakat taat hukum. Dalam upaya
preventif pihak Kepolisian perlu meningkatkan jumlah personil sehingga bisa
mencover setiap daerah di KecamatanTinggimoncong.Begitupun dengan upaya
refresif perlu dilakukan untuk memberikan sanksi bagi pelaku yang telah
ditangani oleh pihak yang berwajib sehingga menimbulkan efek jerah bagi si
pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum.Dan ini bisa jadi tolok
ukur bagi masyarakat untuk bisa membantu pihak Kepolisian dalam mencegah
dan menanggulangi tindak pidana peredarn ballo di wilayah hukum Polsek
Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
d. Denda bagi pelanggar yang masih relatif rendah
e. Masih banyaknya anak-anak muda yang suka mengkomsumsi minuman keras
khususnya miras oplosan yang dinilai harganya jauh lebih murah
dibandingkan yang banyak beredar di pasaran.
f. Ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang bahaya dan dampak akan
mengkomsumsi minuman beralkohol.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka dapat di simpulkan
\bahwa :
1. Aturan Hukum Peredaran Minuman Keras (Ballo) di Kecamatan
Tinggimoncong yaitu Pemerintah Kabupaten Gowa mengeluarkan Perda
Nomor 50 Tahun 2001 Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menegaskan Dilarang
memproduksi, menyalurkan dan mengedarkan miras kecuali atas izin tertulis
dari Kepala Daerah ataspersetujuan DPRD.
2. Faktor yang melatarbelakanggi Peredaran Ballo di Kecamatan
Tinggimoncong yaitu:
a). Rendahnya mental masyarakat
b). Kurangnya kesadaran dari dalam diri tentang bahaya miras
c). Banyak peminat
d). Atas dasar kesepakatan dari keluarga
3. Di Kabupaten Gowa, khususnya di Kecamatan Tinggimoncong masalah
peminum mnuman keras semakin meningkat, sehingga Polsek
Tinggimoncong melakukan beberapa tindakan/upaya yaitu :
1. Upaya preventif
2. Upaya represif
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B. Implikasi Penelitian
1. Perlunnya revisi perda yang sedang berjalan sehingga perda nantinya akan
menjadi dasar hukum yang efektif dan menjadikan masyarakat jera untuk
melakukan tindak pidana peredaran miras.
2. Pihak Polisi sebaiknya melakukan razia secara spontan agar tidak
kebocoran informasi tentang pelaksanaan razia tidak menyebardulu di
masyarakat sehingga pihak-pihak nakal yang melakukan tindak pidana
peredaran miras tidak dapat menghilangkan bukti.
3. Sebagai pihak masyarakat sebaiknya masyarakat lebih banyak
memberikan kontribusi yang baik untuk membantu pihak kepolisian dalam
menaggulanggi peredaran miras.
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